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KEPALA DESA TANGGUNGAN
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA TANGGUNGAN
NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANGGUNGAN

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 116);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang
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Desa [Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020
Nomaor 10);

7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengadaan Darang/lasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2015 Nomor 19);

B. Peraturan Bupali Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020
Nomaor 57).

9. Peraturan Bupati lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGUNGAN
Dan
KEPALA DESA TANGGUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TANGGUNGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TANGGUNGAN Tahun Anggaran 2021 adalah sebagal berikut

-
-

1. Pendapatan Desa Rp 1.279.497.300,00
2. Belanja Desa Rp 1.229.497.300,00
Surpuls/Defisit Rp 50.000.000,00
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 6.710.142,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 50.000.000,00
Selisih Pemblayaan (a-b) Rp (43.289.B58,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran _Rp 6.710.142,00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.
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Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a, APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
¢. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan
darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja
tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat
diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang
disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan
dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran

Desa Tanggungan.
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Ditetapkan di : Tanggungan
ada tanggal : 29 December 2020
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LAMPIRAN

PERATURAN DESA TANGGUNGAN
NOMOR 00 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESF

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TANGGUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

RE':(‘;:ﬁm URAIAN ANG((;I:)F;AN SUMBERDANA
1 2 3 4 5
4, PENDAPATAN
41, Pendapatan Asll Desa 123.750.000,00
4.2, Pendapatan Transfer 1.155.747.300,00
JUMLAH PENDAPATAMN 1.279.497.300,00
B, BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 432.035.300,00
14. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 430.298.628,00
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediann Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 40.492.530,00 | ADD, PBH
1.1.01 | 5.1, Belanja Pegawal 40.492.530,00
1.1.02 Penyediaan Penghaslilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 222.208.800,00 | ADD, PBH
1.1.02 | 51. Belanja Pegawal 222.208.800,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagl Kepala Desa dan Perangkat Desa 12.448.128,00 | ADD
1.1.03 | 5.1. Belanja Pegawai 12.448.128,00
1.1.04 dPﬁ:)nyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD 7.049.170,00 | ADD, PBH
1.1.04 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.949.170,00
1.1.04 | 63. Belanja Modal 3.100.000,00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 5.900.000,00 | ADD
11.05 | 51. Belanja Pegawal 5.900.000,00
1.1.06 Penyediaan Operaslonal BPD (ra.pat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam 4,000.000,00 | ADD
, Listrik dll)
1.1.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 6.500.000,00 | ADD
1.1.07 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00
1.1.90 Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p 123.750.000,00 | PAD
engelolaan tanah bengkok
1.1.90 | 5.1, Belanja Pegawal 123.750.000,00
1.1.93 Operaslonal LPM 2.500.000,00 | ADD
1.1.93 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 |
1.1.984 Operasional Posyandu - 1.500.000,00 ADD
1.1.94 | 52, Belanja Barang dan Jaga 1.500.000,00 :
1.1.95 Operaslonal PKK 25500.000,00 e
11.95 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 2-500100°;b0 | i
1.1.06 Operasional Karangtoruna 11 00.6@.00 'Abo
10/02/2021 08.17:37 Hahman :
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RE‘:(%:?NG JRAAN mao‘t:{:'v;m BUMDERDANA
1 2 3 4 0

1196 | 52 Belnnja Barang dan Jasa 1,100.000,00

1.1.97 Operasional Linmas 340 000,00 | ADD
1197 | 52, Belan|a Barang dan Jasa 350.000,00

14. Ponyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 1.736.672,00

Polaporan
1.4.01 Penyelenggarann Musyawarah Perencanaan Dosa/Pembahnsan APBDes ( 1,730.072,00 | ADOD
Reguler)

1401 | 52, Belanja Barang don Jasa 1.736.672,00

2 BIDANG 0 222.226,300.00

241, Sub Bidang Pendidikan 7.200.000,00

2.1.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Millk Desa 7.200.000,00 | DDS

(Honor, Pakalan dll)

2101 | 52 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00

22, Sub Bidang Kesehatan 74.900.000,00

2.2.01 Eegygl)enggaman Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K 18.600.000,00 | DDS

, dsl

2201 | 52, Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00

2202 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsla, Insentif) 32.300.000,00 | DDS
2202 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00

2202 | 53. Belanja Modal 16.300.000,00

2291 Operaslonal Mobil sehat 24.000.000,00 | DDS
2291 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

2291 | 53, Belanja Modal 12.000.000,00

23. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 240.126.300,00

2.3.03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 64.436.300,00 | DDS
23.03 | 5.3. Belanja Modal 64.436.300,00

23.12 Pembangunan/RehabilitasiPeningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tenl *°) 100.690.000,00 | DDS
2312 | 53, Belanja Modal 100.690.000,00

2.3.90 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Tembok penahan tanah ( TPT) 75.000.000,00 | PBK
2.3.90 | 5.3. Belanja Modal 75.000.000,00

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 24.400.000,00

43. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 14.400.000,00

43.91 Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 5.400.000,00 | ops ;
4391 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00

4391 [ 5.3. Belanja Modal 3.000.000,00

4.3.94 Peningkatan pengelolaan keuangan desa 9.000.000,00 | ops
4394 | 52. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00.

44, Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 10.000.000,00 |.

Keluarga ] B
4,401 Pelatihan dan Penyulukan Pemberdayaan Perempuan 10_000_“0'(‘,0 4 'Dbsb
4401 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa oy 10'('_30‘0__000_@0';
T - Halaman2
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BADAN PERMUBYAWARATAN DISBA
(BPD)
DESA TANQGUNGAN KIECAMA'T'AN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN

KIEPUTUSAN DADAN PIERMUSYAWARATAN DISSA TANGOUNGAN
KIECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/00/413.313,16/2020

TIENTANC
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RIENCANA PERATURAN DIESA
TANGOUNCAN
TIENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BILANJA DIESA TANGQUNCGAN TAHUN
ANGQOARAN 2021

DENQAN RAFIMAT TUHAN YANQ MAHA ESA

BADAN PCRMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA TANGGUNGAN

Menimbang P Bahwa sesuni dengan ketentuan Pasnl 144 Peraturan
Daernh  Knbupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015
tentang  Desn,  Kepaln Desn menctapkan  rancangnn
Pernturnn Desn tentang Roncangan Anggaran Pendapatan
dan Belanjn Desa (RAPBDesn);

b. Bahwa berdasarvkan pertimbangan sebogalmann dimaksud
hural a, perlu menetnpkan Rencana Peraturan Desn
Tangegunpgnn  lenlang  Ranenngan  Anggaran Pendapatan
dan Belanjon Desa (RAPBDes) menjodi Peraturan Desa
Tanggungan lentnng Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2019,

Mengingal « 1, Undang-Undnng  Nomor 12 Tahun 1950  Tentang
Pembentukan  Doernh-Daerah Kabupaten  dilingkungan
Propinsf Jawa Thnur (dlumumkandalam Berdta Negara
padn (nnggal 8 Agustus 1950);

2, Undang-undang Nomor 17 "Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negarn Republik Indonesia ‘T'ahun 2003
Nomor 47, 'Tnmbahan  Lembnran Negarn Republik
Indonesla Nomor 4280);

3.  Undang-undang  Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharann Negara (Lembaran Negara - Republik
Indonesin ‘Tnhun 2004 Nomor 5, Tambahart Lembaran -
Negara Republlle Indoneala Nomor 4355); it '
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4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolahan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66,
Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Percncanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan
Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan lembarab Negara republik
Indonesia Nomor 4884);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7);

9. Peraturan PemerintahNomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa
yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik .-
Indonesia tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana. telah -
dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun
2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60
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J

Tl 2004 tentang Dann Dean yaong bersumber dari
AN (e bininn Negarne Repubiik Indonesin Tahun 2015
Nomuy

L Bttt Mentert Dalame Negert Nomor 113 Tahun 2014
tentnnp tedoman Pengelolahnn Keuangan Desa,

L5 Ittt Mentert Dean, Pembangunan Daetah Tertinggal
dot Teanamigimat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewennmpnn Denlasarkan honk asal usul dan Kewenangan
Dexsn,

W6, Ieraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
don Transmipgeast Nowor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
it tertib  dan Mekanisme  Penpambilan - Keputusan
Musviwnrah Desag

17, Petatummn Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal
dan Transtuigrast Nomor S Talwn 2015 tentang Penctapan
Priovitas Pengunann Dana Desa Tahun 2015;

(8 Permtumn Menteri Dalam Negeri Momor 53 Tahun 2011

tentang  Pembentukan Produk Hukum Dacralhl  (Berita

Nepara Republik ndonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peratutnn Menteri dalnm Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentany Pedoman Pengelolrhan Keuangan Dacrah

sebagnitinnn telale dinbah, temkhir dengan Peraturan

Meuteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

20, Pemturan Dacrah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun
2007 tettang Pengelolahan Keuangan Dacrah (Lembaran
Daernh Knbupaen Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

21, Pemturnn Dacmh Kabupaen Lamongan Nomor 22 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan
(Lembaran Daeral Kabupaen  Lamongan Tahun 2007
Nomor 16/);

. Pertturnn Dacmb Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun
2018 tentang Desyg

23, Pemturun Bupati Lamongan  Nomor 34 tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan @ Bevitas acarn mpat Badan Permusyawaratan Desa Tanggungan
membabing  rancangan  Peraturan Desn Tentang  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran

2021,
MEMUTUSKAN @

MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TANGGUNGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Menetnpkan 2

Pasal |

Menyepakati  rancangnn Peraturan Desa  tentang - Anggaran:
Pendapntan dun Belanjn Desa Tanggungan Tahun  Anggaran.

2021,
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Paaal 2
Jumlah A ‘an Pe )
gl I”cnd::);ﬁ:l;::m[};m(]"m"mn dan Belanja Desa dengan Uraian
eglitan tobe ".. dclanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-
terlampir don saimana tersebut dalam Pasal 1 schagaimana
—oersis Rdil merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulaj pada tanggal ditetapkan.

Ditctapkan di Tanggungan
Pada tanggal 29 D/cscmbcr 2020

ny
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BERITA ACA S
RENCANA PERATURAN D:ub\!i( llfkgﬁlf&“‘” l?',CRSAMA
PENDAPATAN DAN BELANJA Diggp 'r/\‘iz:‘(‘,‘(i?;n\v%/l\gN;TW'/}NQ%R‘AN
- OQ'IV\IlXUNQ()g] KECAMATAN PUCUK
: 7/67/413.3]3.16.1/2020

—

pada hari ini Selasa, tanggal Dug Puluh §
pertempat di Balai Desa Tanggungan Ke
gepala Desa Tanggungan perihal Ranc
pndapatan dan Belanja Desa Tan
prmusyawaratan Desa Tanggungan
perdes tersebut.

¢mbilan, bulan Desember tahun 2020,
Camatan Pucuk, Mcnindaklanjuti usulan
angan Peraturan Desa tentang Anggaran
ggungan Tahun Anggaran 2021, Badan
mengadakan rapat membahas rancangan

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan
wra dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Tangungan menyatakan
menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai pedoman
plaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Tanggungan

Tanda Tangar.:

1. HARTONO, SH.MM

Ketua
2. ALI MUNIF, S.Pd

Anggota

3. MOH. ARIFIN, SE
Anggota

4. ALI AFANDI, S.Pd
Anggota

5. ALIF ERNAWATI

Anggota

6. MQS_!&FAK:—S-‘—‘
Anggota
7. SUYONO

——‘-—-’__——_‘

Anggola

~
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